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KATA PENGANTAR

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk
miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah
dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Agenda tersebut dijalankan dengan strategi pengembangan kemitraan

dan jejaring kerja antar-pemangku kepentingan baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Dinas Sosial telah memiliki beberapa
program prioritas yang ditujukan untuk membantu perbaikan tata kelola
pemerintahan. Pusat Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut Puskesos)
menjadi salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan yang




berkualitas, komprehensif, dan partisipatif. Sehingga ke depan, Puskesos
dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin
keberlanjutan dan pengembangan Puskesos.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan
Sosial Tahun 2022 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif kami
harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman ini kedepan.

Singaraja, 9 November 2022
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BAB I. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk
miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah
dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Agenda tersebut dijalankan dengan strategi pengembangan kemitraan

dan jejaring kerja antar-pemangku kepentingan baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam prioritas nasional peningkatan kesejahteraan sosial tahun
2020, pemerintah menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat
kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40 persen penduduk
berpendapatan terendah. Upaya ini dilakukan melalui: (1) pelaksanaan
program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) pemenuhan




kebutuhan dasar; dan (3) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan
koperasi.

Beberapa program berskala nasional yang dijalankan untuk
mendukung upaya tersebut antara lain program bantuan sosial pangan
yang terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini
bernama Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar

(KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu
Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi Masyarakat Miskin.

Pemerintah juga menyelenggarakan program-program
pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit
mikro, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Di tingkat
daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga telah
berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan.




Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal
berhulu pada kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial.
Masih banyak program pelayanan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri
sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing
lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat
maupun daerah, dan masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan,
juga harus terpadu. Pemerintah daerah memiliki mandat untuk
menyediakan layanan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki sumberdaya yang cukup
untuk  menyelenggarakan program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, baik yang berasal dari transfer pusat
maupun Pendapatan Asli Daerah. Namun, kewenangan dan besarnya
sumber daya tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai
dalam pengelolaan proram perlindungan sosial dan penanggulangan




kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Sosial
pada 2022 menggagas pengembangan sistem layanan terpadu
penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Pelayanan Terpadu.

Terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Dinas Sosial telah memiliki beberapa
program prioritas yang ditujukan untuk membantu perbaikan tata kelola

pemerintahan. Pusat Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut Puskesos)
menjadi salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan yang
berkualitas, komprehensif, dan partisipatif.

Dalam Narasi RPJMN 2020-2024, pada 2024 diproyeksikan
persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Puskesos dapat
memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin
keberlanjutan dan pengembangan Puskesos.




BAB Il. TATA CARA PENGELOLAAN APLIKASI

Perangkat
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware).

Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan adalah:

1. Windows sebagai Operating System;

2. Firefox/Google Chrome sebagai Tools Penjelajah
(Web Browser).

Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan adalah:

1. Komputer;

2. Mouse sebagai peralatan antarmuka;

3. Monitor sebagai peralatan antarmuka;
4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka.




1.3 Pengguna Aplikasi
Pengguna aplikasi yang akan menggunakan aplikasi adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki pemahaman tentang antar muka computer
2. Memiliki pemahaman proses bisnis aplikasi.

Pengguna (User)
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menu-menu yang ada
pada website dan tata cara memasukkan data.

Cara Membuka Situs

Untuk memulai akses terhadap aplikasi SIJELI ini:

1. Bukalah aplikasi Puskesos GCT melalui web browser (IE atau
Mozila FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut:
https://puskesosgct.bulelengkab.go.id/

. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik
tombol Go pada browser.




. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi Puskesos GCT.

. User pengguna aplikasi terdiri dari 3 Bagian (user Masyarakat
Umum, user Pejabat Dinsos dan User Perangkat Desa).

. Maka pada layar akan tampak menu Halaman
Pembuka/Awal situs Puskesos GCT seperti pada gambar :
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2.2 Halaman Login
Klik menu pada website yang terdapat tulisan “Login” maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:

Puskesos GCT
Login




Pada halaman ini user dapat memasukkan username dan password untuk
mengetahui masuk sebagai user (pejabat pemkab ataupun user desa)
dengan tampilan seperti gambar diatas.

Dashboard

235507 Jiwa




Pada halaman ini user dapat memasukkan mengajukan usulan KIS,
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan hasil tampilan sebagai berikut :
Usulan KIS : Pada menu KIS sub menu PESERTA BARU pengguna/user
dapat mengajukan usulan KIS APBD dengan mengupload file excel dan
PDF sesuai template yg sudah ada.




Hasil Usulan:
Hasil dari pengajuan KIS dapat di lihat pada menu DATA USULAN KIS
dengan memasukkan tanggal pengajuan yang sudah di lakukan.




Usulan Data PPKS:

Pada Menu PPKS sub menu DATA USULAN user/pengguna dapat
mengajukan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan
mengupload excel seusai template yang ada dan memilih jenis PPKS yang

ada serta tahun pengajuannya.




Hasil Input Data PPKS:
Hasil dari pengajuan data PPKS dapat dilihat di Menu PPKS sub menu Data

Data Pemerly Pelayanan Kesejahtaraan Sasial(PPKS;




Rekap Data PPKS:

Pada menu Rekap Data PPKS berisi semua rekapan pengajuan
user/pengguna se-Kabupaten Buleleng

4




Usulan PSKS:

Pada Menu PSKS sub menu DATA USULAN user/pengguna dapat
mengajukan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan
mengupload excel seusai template yang ada dan memilih jenis PSKS yang
ada serta tahun pengajuannya.




Hasil Usulan PSKS:

Hasil dari pengajuan data PSKS dapat dilihat di Menu PSKS sub menu Data
PSKS.




Rekap PSKS:

Pada menu Rekap Data PSKS berisi semua rekapan pengajuan
user/pengguna se-Kabupaten Buleleng.




2.3 Halaman KIS APBD

Klik menu pada website yang terdapat tulisan “Kis APBD” maka
akan muncul tampilan sebagai berikut:




Pada halaman ini user dapat memasukkan nik untuk mengetahui
kepesertaan KIS APBD nya dengan hasil tamipilan sebagai berikut:




24 Halaman DTKS
Klik menu pada website yang terdapat tulisan “DTKS” maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:




Pada halaman ini user dapat memasukkan nik untuk mengetahui
kepesertaannya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nya dengan
hasil tampilan sebagai berikut:




2.5 Halaman Disabilitas

Klik menu pada website yang terdapat tulisan “Disabilitas” maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:




Pada halaman ini user dapat memasukkan nik untuk mengetahui sudah

terdaftar dalam data Disabilitasnya dengan hasil tamipilan sebagai
berikut:




Halaman Sejarah Kepahlawanan
Klik menu pada website yang terdapat tulisan “Sejarah
Kepahlawanan” maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
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BAB Ill. PENUTUP

Buku Saku Petunjuk Penggunaan Aplikasi User Manual Pusat
Kesejahteraan Sosial Gesit Cepat Tanggap (Puskesos GCT) untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini agar dijadikan
sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Operator

Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara

efektif dan efisien. Diharapkan terciptanya pemahaman dan kesamaan
persepsi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kesejahteraan sosial
dalam mendayaguna dengan dukungan APBN, APBD Provinsi, Anggaran
Dana Desa/Kelurahan, dan sumber biaya lain yang sah dan tidak
mengikat, untuk mewujudkan Buleleng Dalam Satu Data dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng.

Semoga bermanfaat, terima kasih.




